BAB I1
KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Outsourcing
1. Pengertian Outsourcing

Outsourcing dalam bidang ketenagakerjaan, diartikan sebagai pemanfaatan
tenaga kerja untuk memproduksi atau melaksanakan suatu pekerjaan oleh suatu
perusahaan, melalui perusahaan penyedia/pengerah tenaga kerja. Dalam bidang
manajemen, outsourcing diberikan pengertian sebagai pendelegasian operasi dan
manajemen harian suatu proses bisnis pada pihak luar/perusahaan penyedia jasa
outsourcing (Lalu Husni, 2003: 177-178).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak
menyebutkan secara tegas mengenai definisi outsourcing. Pengaturan outsourcing
dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan tentang suatu perjanjian kerja yang
dibuat antara pengusaha dengan tenaga kerja, dimana perusahaan tersebut dapat
menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui
perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis (Zulkarnain
Ibrahim, 2005: 80). Menurut Pasal 1601 b KUH Perdata, outsourcing disamakan
dengan perjanjian pemborongan sehingga pengertian outsourcing adalah suatu
perjanjian dimana pemborong mengikatkan diri untuk membuat suatu Kerja
tertentu bagi pihak lain yang memborongkan pekerjaan kepada pihak

pemborongan dengan bayaran tertentu (I Wayan Nedeng, 2003: 2).
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Komang Priambada dan Agus Eka Maharta (2008: 12), mendefinisikan
outsourcing sebagai pengalihan sebagian atau seluruh pekerjaan dan atau
wewenang kepada pihak lain guna mendukung strategi pemakai jasa outsourcing
baik pribadi, perusahaan, divisi ataupun sebuah unit dalam sebuah perusahaan.
Sedangkan Candra Suwondo (2004: 2), mendefinisikan outsourcing sebagai
pendelegasian operasi dan manajemen harian dari suatu proses bisnis kepada
pihak luar (perusahaan penyedia jasa outsourcing).

Menurut Libertus Jehani (2008: 1), bahwa outsourcing merupakan bentuk
penyerahan pekerjaan tertentu suatu perusahaan kepada pihak ketiga yang
dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi beban perusahaan tersebut. Jadi
outsourcing merupakan suatu bentuk perjanjian kerja antara perusahaan pemberi
kerja (user) dengan perusahaan penyedia tenaga kerja (vendor), dimana
perusahaan pemberi kerja meminta kepada perusahaan penyedia tenaga kerja
menyediakan tenaga kerja yang diperlukan untuk bekerja di perusahaan pemberi
kerja.

Definisi yang dikemukakan oleh Libertus Jehani ini lebih rinci jika
dibandingkan dengan definisi para ahli yang lain karena mencakup para pihak,
perjanjian kerja dan tujuan dari outsourcing. Jadi outsourcing adalah suatu bentuk
perjanjian kerja antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia
tenaga outsourcing, dimana perusahaan pemberi kerja meminta kepada
perusahaan penyedia tenaga outsourcing menyediakan tenaga kerja yang
diperlukan untuk bekerja di perusahaan pemberi kerja disertai dengan membayar

upah atau gaji tertentu sesuai yang diperjanjikan para pihak.
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2. Pekerja Outsourcing

Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, mengartikan pekerja sebagai “setiap orang yang bekerja dengan
menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Sedangkan outsourcing
merupakan suatu bentuk penyerahan sebagian pekerjaan dari perusahaan pemberi
pekerjaan, kepada perusahaan penerima pemborongan pekerjaan/perusahaan
penyedia jasa/pekerja atau buruh secara tertulis (Maimun, 2007: 147).

Pasal 1 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
KEP. 220/MEN/2007 tentang Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan
Kepada Perusahaan Lain, mengartikan pekerja/ buruh sebagai “setiap orang yang
bekerja pada perusahaan penerima pemborongan pekerjaan dengan menerima
upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Dari pendefinisian pekerja dan outsourcing
di atas, dapat diartikan bahwa pekerja outsourcing adalah setiap orang yang
bekerja pada perusahaan penyedia tenaga outsourcing dengan menerima upah atau
imbalan yang kemudian oleh perusahaan penyedia tenaga outsourcing tersebut
dialihkan kepada perusahaan pemberi kerja dengan perjanjian tertulis.

Pekerja outsourcing yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pekerja
outsourcing dari PT Bravo Satria Perkasa. la sebagai perusahaan penyedia tenaga
outsourcing untuk jenis pekerjaan security kemudian mengalihkan pekerja
outsourcingnya ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso

Yogyakarta sebagai perusahaan pemberi kerja.
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3. Pengaturan Outsourcing

Pelaksanaan outsourcing melibatkan 3 (tiga) pihak yakni perusahaan
penyedia tenaga kerja outsourcing (vendor), perusahaan pengguna tenaga kerja
outsourcing (user), dan tenaga kerja outsourcing itu sendiri. Oleh karena itu, perlu
adanya suatu regulasi agar pihak-pihak yang terlibat tidak ada yang dirugikan
khususnya tenaga kerja outsourcing.
a. Dasar Pelaksanaan Outsourcing

Dasar pelaksanaan outsourcing menurut Pasal 64 Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa perusahaan dapat
menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui
perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang
dibuat secara tertulis. Ini berarti, outsourcing dapat terlaksana bila sudah
ditandatangani suatu perjanjian antara pengguna jasa tenaga kerja dan penyedia
jasa tenaga kerja melalui perjanjian pemborongan kerja atau penyediaan jasa
tenaga kerja dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS). Inilah yang kemudian
mendasari adanya outsourcing.
b. Syarat Perusahaan Penyedia Tenaga Outsourcing

Syarat bagi perusahaan penyedia tenaga outsourcing menurut Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah:
1) berbentuk badan hukum (Pasal 65 ayat (3))
2) mampu memberikan perlindungan kerja dan syarat kerja yang sekurang-

kurangnya sama dengan perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 65 ayat (4))
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3) ada hubungan kerja antara pekerja/burun dan perusahaan penyedia jasa
pekerja/buruh (Pasal 66 ayat (2))

4) perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta perselisihan
yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh

(Pasal 66 ayat (2))

B. Tinjauan Tentang Perjanjian Kerja
1. Pengertian Perjanjian Kerja

Pergaulan antar manusia dalam hidup bermasyarakat menciptakan hubungan
atau interaksi. Hubungan itu didasari atas kepentingan-kepentingan tertentu yang
berbeda antar sesama anggota masyarakat. Jumlah kepentingan-kepentingan itu
sangat banyak sehingga para anggota masyarakat memerlukan aturan yang dapat
menjamin keseimbangan agar tidak terjadi kekacauan. Untuk itu, diperlukan
aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan keinsyafan tiap-tiap anggota
masyarakat. Hubungan yang diatur oleh hukum ini kemudian dikenal dengan
istilah hubungan hukum.

Hubungan hukum adalah hubungan yang terjadi dalam masyarakat, baik
antara subjek hukum dengan subjek hukum maupun antara subjek hukum dengan
benda, yang diatur oleh hukum dan menimbulkan akibat hukum yakni hak dan
kewajiban. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu memiliki
dua segi yaitu hak di satu sisi dan kewajiban di sisi yang lain. Tanpa adanya hak
yang diperolen dan kewajiban yang dilaksanakan, hubungan hukum belum

memiliki wujud untuk dilaksanakan karena masih bersifat abstrak.
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Di bidang ketenagakerjaan, hubungan hukum yang ada digunakan untuk
menjamin hak dan kewajiban para pihak yaitu pengusaha dan pekerja. Hubungan
hukum antar kedua pihak ini ditandai dengan adanya hubungan kerja. Hubungan
kerja merupakan sesuatu yang abstrak dan mendapatkan wujud konkretnya dalam
bentuk perjanjian kerja. Perjanjian kerja inilah yang kemudian menjadi dasar
hukum dari hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja karena di dalamnya
disepakati hak dan kewajiban kedua pihak. Untuk lebih menjamin kepastian hak
dan kewajiban tersebut, perjanjian kerja dituangkan dalam bentuk tertulis.

Sebelum membahas lebih jauh tentang perlindungan kerja terhadap pekerja
outsourcing, akan dibahas terlebih dahulu tentang perjanjian kerja. Alasan
dimasukkannya perjanjian kerja karena perjanjian kerja merupakan faktor penting
dalam hubungan Kkerja. Perjanjian kerja merupakan dasar hukum bagi lahirnya hak
dan kewajiban kedua belah pihak termasuk dalam rangka pelaksanaan
perlindungan kerjanya. Hubungan kerja itu sendiri timbul setelah adanya
perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha.

Menurut ketentuan Pasal 1601 a KUH Perdata, mengartikan perjanjian kerja
sebagai “perjanjian dengan mana pihak yang satu, si buruh mengikatkan dirinya
untuk di bawah perintah pihak yang lain si majikan, untuk sesuatu waktu tertentu,
melakukan pekerjaan dengan menerima upah”. Rumusan perjanjian kerja yang
terdapat dalam Pasal 1601 a KUH Perdata menurut Iman Soepomo (1993: 53)
kurang lengkap karena yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut hanya
pihak pekerja sedangkan pihak majikan tidak terikat di dalamnya. Iman Soepomo

mengartikan perjanjian kerja sebagai perjanjian dimana pihak kesatu, buruh,



22

mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya,
majikan, yang mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh tersebut dengan
membayar upah.

Wiwoho Soedjono (1987: 9), mengartikan perjanjian Kkerja sebagai
hubungan hukum antara seorang yang bertindak sebagai pekerja atau buruh
dengan seseorang yang bertindak sebagai majikan. Prof. Subekti, S.H (1977: 63)
memberikan pengertian perjanjian kerja:

perjanjian antara seorang buruh dengan seorang majikan, perjanjian mana

ditandai oleh ciri-ciri, adanya suatu upah atau gaji tertentu yang

diperjanjikan dan adanya suatu hubungan diperatas (dierstverhanding),
yaitu suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu (majikan) berhak
memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak yang lain.

Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan memberikan definisi perjanjian kerja sebagai suatu perjanjian
antara pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-
syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak, yaitu pihak pengusaha dan
pekerja/ buruh. Definisi menurut Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sifatnya lebih positif dibandingkan dengan
Pasal 1601 a KUH Perdata dimana definisi perjanjian kerja menurut Pasal 1601 a
KUH Perdata menunjukkan adanya hubungan bawahan dan atasan (subordinasi).
Pengusaha sebagai pihak yang lebih tinggi secara sosial ekonomi memberikan
perintah kepada pihak pekerja/buruh yang secara sosial ekonomi mempunyai

kedudukan lebih rendah untuk melakukan pekerjaan tertentu (Lalu Husni, 2008:

55).
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2. Unsur-Unsur Perjanjian Kerja

Berdasarkan pengertian perjanjian kerja, dapat ditarik beberapa unsur
perjanjian kerja yakni:
a. adanya unsur work atau pekerjaan

Perjanjian kerja harus berisikan pekerjaan yang diperjanjikan (objek
perjanjian), pekerjaan tersebut haruslah dilakukan sendiri oleh pekerja, hanya
dengan seizin majikan dapat menyuruh orang lain.
b. adanya unsur perintah

Manifestasi dari pekerjaan yang diberikan oleh pengusaha adalah pekerja
yang bersangkutan harus tunduk pada perintah pengusaha untuk melakukan
pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan.
c. adanya upah

Upah memegang peranan penting dalam hubungan kerja (perjanjian kerja)
bahkan dapat dikatakan tujuan utama seorang pekerja bekerja pada pengusaha
adalah untuk memperoleh upah. Tanpa unsur upah, maka suatu hubungan tersebut
bukan hubungan kerja (Lalu Husni, 2008: 55-57).
3. Syarat Sah Perjanjian Kerja

Sebagai salah satu bagian dari perjanjian pada umumnya, maka perjanjian
kerja harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal

1320 KUH Perdata.



24

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.

Kesepakatan bagi yang mengikatkan diri maksudnya bahwa pihak-pihak
yang mengadakan perjanjian kerja harus setuju/sepakat, seia sekata mengenai hal-
hal yang diperjanjikan.

b. Kecakapan membuat suatu perjanjian.

Seseorang dipandang cakap membuat perjanjian jika yang bersangkutan
telah cukup umur. Pasal 1 angka (26) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan memberikan batasan umur minimal 18 tahun. Selain itu,
seseorang dikatakan cakap membuat perjanjian jika orang tersebut tidak terganggu
jiwanya/waras.

c. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan.

Sesuai ketentuan yang disebutkan pada Pasal 1333 KUH Perdata bahwa
barang yang menjadi obyek suatu perjanjian harus ditentukan isinya. Pekerjaan
yang diperjanjikan merupakan objek dari perjanjian kerja antara pekerja dengan
pengusaha yang akibat hukumnya melahirkan hak dan kewajiban para pihak.

d. Suatu sebab yang halal

Menurut Pasal 1337 KUH Perdata, sebab yang halal adalah jika tidak
dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan Kkesusilaan dan
ketertiban umum (Lalu Husni, 2008: 57-58).

Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif artinya harus dipenuhi semuanya
baru dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut sah. Ketentuan tentang syarat-

syarat tersebut dapat dibedakan lagi menjadi dua macam vyaitu:
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a. Syarat subjektif

Syarat pertama dan kedua di atas disebut sebagai syarat subjektif karena
menyangkut mengenai orang yang membuat perjanjian. Jika tidak dipenuhi, maka
akibat hukum dari perjanjian tersebut dapat dibatalkan, pihak-pihak yang tidak
memberikan persetujuan secara tidak bebas, demikian juga oleh orang tua/wali
atau pengampu bagi orang yang tidak cakap membuat perjanjian dapat meminta
pembatalan perjanjian itu kepada hakim. Perjanjian tersebut tetap mempunyai
kekuatan hukum selama belum dibatalkan oleh hakim.
b. Syarat objektif

Syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena menyangkut objek
perjanjian. Jika tidak dipenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya dari
semula perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada (Lalu Husni, 2008: 58-59).
4. Jenis Perjanjian Kerja

Menurut Djumialdji (2005: 11), perjanjian kerja secara umum dapat
dibedakan ke dalam dua jenis yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Pasal 64 Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan jenis perjanjian
yang lain yaitu perjanjian pemborongan pekerjaan atau perjanjian penyediaan jasa
pekerja/ buruh. Bentuk perjanjian kerja dalam outsourcing biasanya berupa
perjanjian penyediaan jasa pekerja atau buruh dalam bentuk Perjanjian Kerja

Sama (PKS) dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sekaligus.
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a. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Pengertian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menurut ketentuan
Pasal 59 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan adalah perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tertentu atau
bagi hubungan kerja yang dibatasi oleh jangka waktu berlakunya perjanjian atau
selesainya pekerjaan tertentu. Perjanjian ini tidak dapat mensyaratkan masa
percobaan Kkerja sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jika pengusaha menetapkan masa
percobaan kerja, maka percobaan kerja tersebut batal demi hukum (ayat (2)).
Selanjutnya, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ini akan disebut dengan
PKWT.

Sifat dari PKWT dapat dilihat dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PKWT harus dibuat perjanjian kerjanya
secara tertulis, menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin. Maksud perjanjian
kerja harus diwujudkan dalam bentuk tertulis adalah lebih menjamin atau menjaga
hal-hal yang tidak diinginkan sehubungan dengan berakhirnya kontrak kerja
karena dalam PKWT harus jelas perumusan jangka waktu berlakunya PKWT.
Konsekuensi bagi PKWT yang tidak dibuat dalam bentuk tertulis adalah PKWT
tersebut akan berubah menjadi PKWTT (Lalu Husni, 2008: 60).

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
menyebutkan bahwa perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-
kurangnya memuat keterangan:

1) Nama, alamat perusahaan dan jenis usaha
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2) Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/ buruh
3) Jabatan atau jenis pekerjaan
4) Tempat pekerjaan
5) Besarnya upah dan cara pembayaran
6) Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan
pekerja/buruh
7) Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja
8) Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat
9) Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja
Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan
yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu
tertentu, yaitu:
1) Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya
2) Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu
lama dan paling lama 3 (tiga)
3) Pekerjaan yang bersifat musiman
4) Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk
tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
PKWT yang didasarkan atas jangka waktu tertentu, berdasarkan Pasal 59
ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat
diadakan untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1

(satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Berakhirnya jangka
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waktu yang telah disepakati dalam PKWT secara otomatis mengakibatkan
hubungan kerja berakhir demi hukum.

Unsur-unsur PKWT secara umum sama dengan unsur perjanjian kerja pada
umumnya karena PKWT merupakan salah satu jenis dari perjanjian Kkerja.
Mengacu pada unsur-unsur perjanjian kerja pada umumnya, maka unsur-unsur
PKWT terdiri atas unsur pekerjaan, upah dan perintah. Sebagai salah satu jenis
dari perjanjian kerja, syarat sah PKWT sama dengan syarat sah perjanjian kerja
pada umumnya yakni adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, hal yang
diperjanjikan dan sebab yang halal.

b. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) adalah perjanjian kerja
antara pekerja/ buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja tetap.
Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dapat mensyaratkan
masa percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan. Pada saat pekerja menjalani
masa percobaan, pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum
yang berlaku (Asri Wijayanti, 2009: 51).

Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau
beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan oleh penjualan, pewarisan, atau
hibah. Jika terjadi peralihan hak, maka hak-hak pekerja akan menjadi tanggung
jawab pengusaha yang baru kecuali ditentukan lain dalam perjanjian. Apabila
pengusaha meninggal dunia, maka ahli waris pengusaha dapat mengakhiri
perjanjian kerja setelah merundingkannya dengan pekerja/ buruh (Asri Wijayanti,

2009: 51).



29

c. Perjanjian Pemborongan atau Penyediaan Jasa Pekerja/ Buruh

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
menyatakan bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan
pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau
penyediaan jasa pekerja/ buruh. Perjanjian penyediaan jasa pekerja/ buruh pada
umumnya dikenal dengan istilah Perjanjian Kerja Sama (PKS). Perjanjian ini
digunakan untuk mengatur hubungan kerja antara perusahaan penyedia tenaga
outsourcing (vendor) dengan perusahaan pemberi kerja (user). Perjanjian Kerja
Sama (PKS) ini secara umum memuat materi tentang:
1) Definisi
2) Ruang lingkup pengadaan jasa
3) Hubungan kemitraan
4) Persyaratan administratif
5) Biaya penyediaan jasa
6) Cara pembayaran
7) Pernyataan jaminan
8) Laporan
9) Hak, kewajiban, dan tanggung jawab
10) Sanksi
11) Bencana tak terduga
12) Benturan kepentingan
13) Kepemilikan informasi

14) Informasi rahasia
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15) Penggunaan logo

16) Audit

17) Jangka waktu kontrak
18) Penyelesaian perselisihan
19) Hukum yang berlaku

20) Pemberitahuan

21) Pengalihan tugas

22) Keterpisahan

23) Lampiran

24) Pengakhiran kontrak

25) Aturan tambahan dan lain-lain (http://indosdm.com/bagaimana-membuat-

perjanjian-kerja-outsource).

C. Tinjauan Tentang Perlindungan Kerja

Menyadari pentingnya pekerja bagi perusahaan, maka perusahaan
diwajibkan memberikan perlindungan/jaminan terhadap hak-hak pekerja/buruh.
Masalah perlindungan kerja merupakan masalah yang sangat komplek karena
berkaitan dengan kesehatan kerja, keselamatan kerja, upah, kesejahteraan, dan
jamsostek. Perlindungan kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan ini berlaku bagi semua pekerja/buruh tanpa membedakan
apakah pekerja tersebut tergolong pekerja tetap atau pekerja outsourcing.

Perlindungan tenaga kerja bertujuan untuk menjamin berlangsungnya sistem

hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang


http://indosdm.com/bagaimana-membuat-perjanjian-kerja-outsource
http://indosdm.com/bagaimana-membuat-perjanjian-kerja-outsource
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kuat kepada pihak yang lemah. Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan

perlindungan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Asri Wijayanti (2009: 11), perlindungan kerja tidak hanya berlaku bagi

seseorang yang telah bekerja, tetapi juga bagi mereka yang baru akan ditempatkan

dan bagi mereka yang telah berakhir kontrak kerja.

1.

Perlindungan kerja untuk masa sebelum bekerja, meliputi penyusunan kontrak
kerja dan pengerahan/penempatan tenaga kerja.

Perlindungan kerja untuk masa sedang bekerja, merupakan perlindungan yang
bertujuan untuk melindungi para pihak secara adil agar tercapai ketenangan
kerja dan kelangsungan berusaha pada saat dilaksanakannya kontrak kerja.
Perlindungan kerja untuk masa setelah bekerja, bertujuan agar pekerja
mendapatkan perlindungan yang layak setelah berakhirnya kontrak kerja.

Menurut Soepomo dalam Abdul Khakim, kepada mereka yang sedang

menjalani masa bekerja, ada tiga jenis perlindungan yang mutlak dan harus

dilaksanakan oleh pengusaha sebagai pemberi kerja. Perlindungan kerja tersebut

adalah :

1.

perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja yang berkaitan dengan
usaha untuk memberikan pekerja penghasilan yang cukup bagi diri dan
keluarganya, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja di luar
kehendaknya.

perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan
kesehatan kerja, kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk

berorganisasi.
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3. perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan
dan keselamatan kerja (Abdul Khakim, 2003: 61-62).

Secara lebih rinci, pengaturan mengenai perlindungan kerja yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah
sebagai berikut:

1. Perlindungan Ekonomis

Perlindungan ekonomis bagi tenaga kerja erat kaitannya dengan upah.
Motivasi utama seorang pekerja/ buruh bekerja adalah mendapatkan upah dan itu
merupakan hak pekerja. Pengupahan menjadi aspek penting dalam perlindungan
pekerja/ buruh sebagaimana disebutkan dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa “setiap pekerja/ buruh
berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan”. Artinya penghasilan itu mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup
pekerja/ buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan
minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari
tua (Abdul Khakim, 2003: 74).

Pengusaha wajib membayar upah kepada para pekerjanya secara teratur
sejak terjadinya hubungan kerja sampai dengan berakhirnya hubungan kerja.
Adapun bentuk kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/ buruh diatur
dalam ketentuan Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, diantaranya upah minimum, upah kerja lembur, upah tidak

masuk Kkerja karena berhalangan, dan lain-lain (Asri Wijayanti, 2009: 109).
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Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor SE-
07/MEN/1990 Tahun 1990 tentang Komponen Upah dan Non Upah, membagi
upah menjadi komponen upah dan komponen pendapatan non upah. Komponen
upah untuk pekerja berupa upah pokok, tunjangan pokok dan tunjangan tidak
tetap. Sedangkan komponen non upah misalnya Tunjangan Hari Raya (THR).
Pembayaran tunjangan pokok tidak dipengaruhi oleh jumlah hari hadir seorang
pekerja, sedangkan untuk tunjangan tidak tetap dapat dipotong jika pekerja tidak
hadir. Tunjangan transport, tunjangan makan dan tunjangan lembur dapat masuk
ke dalam kategori tunjangan tetap jika tidak dipengaruhi oleh daftar kehadiran
pekerja dan dapat juga masuk ke dalam kategori tunjangan tidak tetap jika
dipengaruhi oleh jumlah kehadiran pekerja.

Upah tidak dibayarkan apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan/ no
work no pay. Namun asas ini tidak berlaku pada kondisi-kondisi seperti dalam
Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Kondisi-kondisi tersebut diantaranya pekerja sakit sehingga
tidak dapat melakukan pekerjaan, pekerja tidak dapat melakukan pekerjaannya
karena menjalankan kewajiban terhadap negara, menjalankan ibadah yang
diperintahkan agamanya, melaksanakan hak istirahat, melaksanakan tugas
pendidikan dari perusahaan dan lain-lain (Asri Wijayanti, 2009: 116).

Pengusaha juga harus membayar upah lembur jika mempekerjakan
pekerja/buruh melebihi waktu kerja yang telah ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Kepmenakertrans No. KEP.

102/MEN/V1/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur, waktu
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kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari
dan 14 (empat belas) jam dalam 1 minggu. Ketentuan ini tidak termasuk kerja
lembur yang dilakukan pada waktu istirahat mingguan atau hari libur resmi (Asri
Wijayanti, 2009: 112).

Pengusaha juga dapat menyediakan fasilitas kesejahteraan bagi
pekerja/buruh dan keluarganya yang dapat berupa fasilitas beribadah, fasilitas
olahraga, fasilitas kantin, dan fasilitas rekreasi. Dimungkinkan pula pembentukan
koperasi pekerja/buruh dan usaha-usaha produktif di perusahaan yaitu kegiatan
yang bersifat ekonomis yang menghasilkan pendapatan di luar upah.

2. Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial adalah perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan
kesehatan kerja, kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi.
Pengertian jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga
kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari
penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayan sebagai akibat peristiwa atau
keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil,
bersalin, hari tua dan meninggal dunia (Abdul Khakim, 2003: 68).

Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “setiap pekerja/ buruh dan keluarganya
berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja”. Ruang lingkup jaminan

sosial tenaga kerja bagi pekerja adalah sebagai berikut:
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a. Jaminan Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja merupakan kecelakaan yang terjadi akibat hubungan kerja
termasuk sakit akibat hubungan kerja. Kecelakaan yang terjadi saat hubungan
kerja meliputi kecelakaan pada waktu kerja, kecelakaan di luar waktu kerja dan
meninggal mendadak (Asri Wijayanti, 2009: 128).

Setiap tenaga kerja berhak mendapat jaminan kecelakaan kerja baik pada
saat masih dalam hubungan kerja maupun setelah hubungan kerja berakhir,
terhitung 3 (tiga) tahun sejak hubungan kerja berakhir (Asri Wijayanti, 2009:
130). luran jaminan kecelakaan kerja ini ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha
yang besarnya antara 0,24%-1,74% dari upah kerja sebulan. Besarnya iuran sangat
tergantung dari tingkat risiko kecelakaan. Semakin besar tingkat risiko suatu
pekerjaan, semakin besar pula iuran jaminan kecelakaan kerja yang harus
dibayarkan dan sebaliknya.

Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak atas jaminan
kecelakaan kerja berupa penggantian biaya pengangkutan korban ke rumah sakit
atau rumahnya termasuk biaya K3, biaya pemeriksaan dan perawatan serta biaya
rehabilitasi berupa alat bantu (orthose) dan atau alat ganti (prothose) bagi yang
anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja. Pekerja
juga berhak atas santunan dari pengusaha (Lalu Husni, 2008: 160-162).

b. Jaminan Kematian

Kematian yang mendapatkan santunan adalah kematian tenaga kerja pada

saat menjadi peserta jamsostek. Jaminan ini dimaksudkan untuk menanggulangi,

meringankan beban bagi keluarga yang ditinggalkan. Besarnya iuran jaminan
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kematian adalah 0,30% dari upah pekerja selama sebulan dan ditanggung
sepenuhnya oleh pengusaha.

Jaminan kematian dibayarkan sekaligus kepada janda, anak, atau duda yang
meliputi:

1) santunan kematian sebesar Rp 1.000.000,00
2) biaya pemakaman sebesar Rp 200.000,00

Jika janda, anak, atau duda tidak ada, maka jaminan kematian diberikan
kepada keturunan sedarah dari tenaga kerja menurut garis lurus ke bawah atau
garis lurus ke atas sampai derajat kedua (Lalu Husni, 2008: 163-164).

c. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas
tenaga kerja sehingga dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Program
ini merupakan upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang
memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan atau perawatan termasuk kehamilan
dan persalinan. luran jaminan pemeliharaan kesehatan ini ditanggung sepenuhnya
oleh pengusaha yang besarnya 6% dari upah tenaga kerja sebulan bagi tenaga
kerja yang sudah berkeluarga dan 3% dari upah sebulan bagi yang belum
berkeluarga.

Jaminan ini diberikan kepada tenaga kerja atau suami istri yang sah dan
anak sebanyak-banyaknya 3 orang diantaranya berupa pemberian biaya perawatan
rawat jalan tingkat pertama, rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap, pemeriksaan
kehamilan dan pertolongan persalinan serta pelayanan gawat darurat (Lalu Husni,

2008: 164-165).
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d. Tabungan Hari Tua

Hari tua adalah umur pada saat produktivitas tenaga kerja menurun sehingga
perlu diganti dengan tenaga kerja yang lebih muda. Penggantian ini termasuk jika
tenaga kerja tersebut cacat tetap dan total. Pembayaran iuran jaminan hari tua
menjadi tanggungan bersama antara pekerja dan pengusaha yakni 3,70%
ditanggung pengusaha dan 2% ditanggung oleh pekerja. Adanya peran serta
tenaga kerja dalam pembayaran iuran jaminan hari tua ini dimaksudkan semata-
mata untuk mendidik tenaga kerja agar perlunya perlindungan di hari tua. Untuk
itu, perlu menyisihkan penghasilannya untuk menghadapi hari tua tersebut (Lalu
Husni, 2008: 168-169).
3. Perlindungan Teknis

Perlindungan teknis adalah perlindungan tenaga kerja dalam bentuk
keamanan dan keselamatan kerja. Pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa “setiap
pekerja/ buruh berhak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan
kesehatan kerja”. Pengusaha wajib melaksanakan keselamatan dan kesehatan
kerja secara sistematis dan terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.
Kewajiban pengusaha atau pimpinan perusahaan dalam melaksanakan
keselamatan dan kesehatan kerja diantaranya:
a. Terhadap tenaga kerja yang baru bekerja, pengusaha wajib menunjukkan dan

menjelaskan diantaranya tentang:

1) kondisi dan bahaya yang mungkin terjadi di tempat kerja

2) alat pengaman dan pelindung yang wajib digunakan
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3) cara dan sikap dalam melakukan pekerjaan

b. Terhadap tenaga kerja yang telah/sedang dipekerjakan, ia berkewajiban:

1) melakukan pembinaan pencegahan kecelakaan, penanggulangan kebakaran,
P3K dan peningkatan usaha keselamatan dan kesehatan kerja pada umumnya.

2) menyediakan secara cuma-cuma semua alat perlindungan diri yang diwajibkan
untuk tempat kerja yang bersangkutan bagi seluruh tenaga kerja.

3) melaporkan setiap peristiwa kecelakaan termasuk kebakaran, peledakan, dan
penyakit akibat kerja di tempat kerja pada Kantor Kementrian Tenaga Kerja
setempat.

4) membayar biaya pengawasan K3 (Lalu Husni, 2008: 140-141).

Perlindungan teknis yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja
juga berkaitan dengan pengaturan waktu kerja dan istirahat bagi pekerja. Waktu
kerja menurut ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan adalah:

a. 7 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1
minggu, atau

b. 8 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja.

Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, menyatakan bila pengusaha mempekerjakan pekerja melebihi
ketentuan tersebut, maka pengusaha terlebih dulu mengadakan persetujuan
dengan pekerjanya dan lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam

satu hari dan 14 jam dalam 1 minggu. Pengusaha yang mempekerjakan
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pekerja/buruh melebihi waktu kerja tersebut wajib membayar upah kerja lembur
(Pasal 78 ayat (2)).

Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia dan Kepala
Kepolisian Republik Indonesia Nomor Kep. 275/ Men/ 1989 dan Nomor Pol
Kep/04/V/1989 tentang Pengaturan Jam Kerja, Shift dan Jam Istirahat Serta
Pembinaan Tenaga Kerja Satuan Pengaman (Satpam), bahwa jam kerja termasuk
waktu istirahat bagi tenaga kerja satpam di lingkungan perusahaan dan badan
hukum lainnya dapat diatur oleh pimpinan perusahaan atau pimpinan badan
hukum lainnya. Waktu kerja termasuk waktu istirahat dilakukan secara bergiliran
di masing-masing shift dengan jumlah kerja akumulatif tidak lebih dari 40 (empat
puluh) jam seminggu. Jika melebihi ketentuan tersebut, maka harus dengan surat
perintah dari Pimpinan Perusahaan atau Pimpinan Badan Hukum lainnya dan
terhitung jam kerja lembur.

Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebutkan
bahwa “pengusaha wajib memberikan waktu istirahat dan cuti kepada
pekerja/buruh”. Lebih lanjut diatur pada ayat (2), waktu istirahat dan cuti tersebut
meliputi istirahat antara jam Kerja, istirahat mingguan dan cuti tahunan. Untuk
istirahat panjang tidak diberikan karena pekerja outsourcing hanya terikat dalam

perjanjian kerja yang singkat.



